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ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK
DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tarutung)

OLEH
DHARMA PUTRA
NPM : 08 840 0187
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum terhadap peranan
kepolisian sebagai penyidik tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak
pidana menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan
lingkungan hidup. Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah
illegal logging selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat
menyebabkan bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga
selain merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam
hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada
masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Permasalahan yang diajukan adalah: apakah yang menjadi faktor penyebab
terjadinya tindak pidana illegal logging dan bagaimana penegakan hukum pidana yang
dilakukan kepolisian dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal logging.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab terjadinya tindak
pidana illegal logging adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar
negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal).
Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong
penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindih
regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi
sumber daya alam termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu
baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para
pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melegalkan
status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya
memberantas kegiatan penebangan liar. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya
dengan penanggulangan illegal logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum
hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu.
Sedangkan kepada cukong besarya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon
lemahnya penanggulangan illegal logging ini nampak pula dari adanya koorporasi
antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah
dengan pihak cukong illegal logging.
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BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem
peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang
cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian
satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan
keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah
mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian
negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai
penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap
penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang.!

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah
pe:iabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

! i m Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga
NIy R N 000, hat 45,
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Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya
hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan
dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,
terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintahan negara, ternyata
fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif
dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga
mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat
pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan
sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan
kompetensi pengadilan.

Salah satu peran kepolisian dalam penelitian ini adalah sebagai penyidik
dalam tindak pidana illegal logging. Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal
logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang
tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak

UNIVE@stidakidapanberfongsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta
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hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun
terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini
dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya,
maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut
analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.>

Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan
kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai
harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5
milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap
tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati
serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.?

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah
untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah
wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan
penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-
wilayah yang dalam land use planning telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang
kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan

hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang

? Nurdjana, dkk, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2010, hal. 21.

UNIVERSITAS fi#DAN AREA
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tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan
hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya
berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui
persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging
selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan
bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain
merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam hutan.
Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada
masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Belum lagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh illegal logging
yang terus merambah lintas batas negara. Masalah pencemaran udara, seperti asap,
kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan masalah
nasional, secara internasional terutama masalah pencemaran udara yang diakibatkan
kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dimulai. Hal ini terlihat dari
perhatian yang begitu besar baik dari pemerintah Indonesia, Singapura maupun
Malaysia, bahkan sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakan informal meeting
wakil-wakil terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas masalah
pencemaran udara.

Masalah illegal logging merupakan masalah utama di Departemen Kehutanan,
karena masalah illegal logging ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi

UNIVERSHHASM Ffdd \rédekfdi yang akan datang. Dengan penebangan liar maka seluruh
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biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sechingga generasi
mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja dan tidak menyaksikan langsung
kekayaan megabiodiversity hutan tropika Indonesia.*

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan
masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai
kepentingan dan jaringan, baik di Departemen Kehutanan, maupun instansi lainnya
serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Khusus di luar negeri peredaran
hasil hutan illegal telah melibatkan jaringan organisasi internasional yang rapi.
Penyelundapan kayu illegal ke luar negari ini melalui negara-negara perbatasan,
seperti Malaysia dan Papua Nugini. PSDA Watch tahun 2004 menemukan jumlah
kayu bulat yang diselundupkan ke luar negeri dalam tiga tahun terakhir mencapai
12,5 juta m*. Berbagai upaya penanggulangan illegal logging dan pengamanan hutan,
baik berupa operasi pengaman fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai
kerjasama kelihatannya belum optimal, bahkan cenderung berakibat pada
merajalelanya penebangan liar baik di kawasan lindung maupun kawasan konservasi. >

Kemampuan Departemen Kehutanan dalam penanggulangan penebangan liar
dan peredaran hasil hutan illegal dirasakan kurang memadai.  Organisasi
penanggulangan illegal logging sekarang ini tidak berjalan efektif dalam melakukan

koordinasi lintas sektoral, padahal pembentukan lembaga penanggulangan illegal

* Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Erlangga,
Jakarta, 2000, hal. 78.
5 Ibid.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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logging adalah memastikan bahwa seluruh jajaran Departemen Kehutanan dan instansi
departemen lain seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Bea dan Cukai, Imigrasi, TNI
dan Kementerian LH terlibat didalamnya. Tidak efektifnya lembaga penanggulangan
illegal logging ini, karena Departemen Kehutanan merasa bekerja sendirian, temporal
dan tanpa dukungan Departemen lain. Kelembagaan penanggulangan illegal logging
terutama di propinsi, kabupaten dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) juga masih lemah.
Penebangan liar (illegal logging) sekarang ini merebak kembali. Hal ini dapat
ditunjukan pada ponton-ponton warga Malaysia yang pada umumnya berlabuh di
Sibu, yaitu salah satu kota di Serawak di tepian sungai Rejang. Kota ini memiliki
akses jalan raya dan kereta api yang bagus ke wilayah Kucing melalui kota-kota
Satikel, Bandar Sri Aman, Sarian dan Bau. Pada saat Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melakukan pembersihan terhadap cukong-cukong gelap kayu
gelondongan dalam rangka Program Seratus Hari Pemerintahan SBY-Kalla, ponton-
ponton itu parkir berderet di Kota Sibu. Namun demikian, ketika terjadi kesibukan
luar biasa akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, ponton-ponton itu
telah menghilang dan sebagian ternyata sudah loading log di Papua dan Kalimantan
Barat. Ponton-ponton dan kapal-kapal pengangkut kayu ini setiap saat berganti nama
dan benderanya juga bisa disulap menjadi berbendera Indonesia, bahkan dokumenya
pun dapat dipastikan asli tapi palsu (aspal).
Dalam lima tahun terakhir ini modus sindikasi penyelundupan kayu
UNIVEBSohioA iR Al AR &fpola di Papua. Modus ini secara tidak langsung bersumber dari
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vested bisnis antara tokoh masyarakat setempat dengan warga asing yang memiliki
kemampuan finansial dan market leader perdagangan kayu mancanegara. Salah satu
cukong yang kuat di Papua adalah dimotori oleh tiga sekawan Hendri Johannes; Joe
dan RK (tokoh pemuda yang kini menjadi anggota DPR-Golkar mewakili daerah
Papua). Dari laporan investigasi Hendri Johannes berperan membuka jaringan ke
jajaran Angkatan Laut. Ia menangani oknum-oknum AL di Armada Timur AL yang
bersedia diajak kolusi. Salah satu oknum TNI AL yang banyak memberikan privilege
terhadap ‘trio kwek-kwek’ adalah Laksamana Muda “A” seorang perwira tinggi di
Mabes TNI AL. Hendri Johannes juga bertugas melobi Panglima Armatim. Peran Joe
adalah membuka jaringan ke polisi dan Syahbandar. Dia mempunyai hubungan
dengan beberapa oknum polisi yang mau diajak kolusi. Salah seorang oknum polisi
yang ditugaskan menangani kayu adalah Komisaris Polisi “R”. Joe mengurus
dokumen aspal ke syahbandar. Sedangkan peran RK selama ini adalah menangani
marketing kayu ke luar dan di dalam negeri.

Sebagai penguasa jaringan sindikasi kayu illegal di Papua, ‘trio kwek-kwek’
mematok tarif fee sebesai US $ 40/m3 bagi kelompok lain yang ingin membeli kayu
illegal di Papua untuk dijual ke luar negeri, Dengan menyetor nilai tersebut, mereka
sudah aman melalui posko-posko pemeriksaan aparat dan pengurusan dokumen
instansi terkait. Tercatat sejak bencana tsunami 26 Desember 2004 — 26 Januari 2005
diperkirakan tidak kurang 250.000 m3 per bulan kayu gelondongan asal Papua di

bawa ke luar negeri secara illegal. Hilangnya kesempatan bagi negara untuk
UNIVEM&}W%OWM Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reb01sas1 dalam
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satu bulan ini mencapai lebih dari Rp. 260 milyar. Kerugian ini belum dihitung
dengan kerugian material, nilai lingkungan dan nilai konservasi seperti suplai air,
PLTA, Pariwisata, penyerapan karbon dan biodiversity. Bila faktor-faktor itu
diperhitungkan, maka kerugiannya bisa mencapai kurang lebih Rp. 12 trilyun.

Fakta yang lain dapat dilihat dari laju deforestasi yang terjadi di Taman
Nasional Gunung Palung yang terletak di Kalimantan Barat dari tahun 1988 sampai
dengan tahun 2004 kerusakan hutan diperkirakan mencapai 88.500 ha atau 98% dari
total luas Taman Nasional Gunung Palung. Bila diasumsikan dalam 1 ha terdapat 70
m?® kayu, maka negara secara materiil telah dirugikan sebesar Rp 4,5 trilyun dan
hilangnya kesempatan bagi negara untuk memperoleh PSDH dan DR sebesar Rp 1,4
trilyun. Demikian pula dengan peredaran kayu illegal yang berasal Taman Nasional
Gunung Palung, dari penelitian PSDA Watch tahun 2004, penyelundupan kayu illegal
melalui jalur laut, yaitu lewat laut ke pelabuhan Sematan, Serawak rata-rata mencapai
antara 75.000 m3-150.000 m3/bulan. Sedangkan melalui jalur darat terbagi menjadi
dua (2), yaitu : 1). Dari Badau di Kabupaten Kapuas Hulu ke Lubuk Antu Serawak per
bulannya rata-rata mencapai 1.000 m3. 2) Melalui Perbatasan Kalbar-Malaysia di
Entikong, Kabupaten Sanggau ke Tebedu Serawak rata-rata mencapai 1.250 m3.
Sedangkan melalui Perairan Kalimantan Timur jumlah kayu yang diselundupkan ke
Malaysia melalui Tawao sebesar 710.000 m3 per tahun.

Taman Nasional Tanjung Putting yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah
yang memiliki luas 415.040 ha mengalami deforestasi yang sangat dahsyat.

UNIVEBSI s arkBaDaliisiiEditra Satelit SPOT-4, Luas penutupan hutan pada tahun 2001
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menjadi seluas 185.287 ha (50% hutan telah hilang), kemudian pada tahun 2003 luas
penutupan hutannya menjadi 163.020 ha (60% hutan telah hilang). Bila diasumsikan
dalam 1 ha terdapat 60 m® kayu, maka kerugian meteril negara diperkirakan mencapai
Rp 12,7 trilyun dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh PSDH dan DR sebesar
Rp 3,9 trilyun. Kerugian ini belum dihitung dengan kerugian nilai lingkungan dan
nilai konservasi, seperti suplai air, PLTA, Pariwisata, penyerapan karbon dan
biodiversity.

Demikian juga kegiatan illegal loging di Taman Nasional Gunung Leuser
(TNGL) terutama di Perbatasan Propinsi Aceh dan Sumatera Utara telah mencapai
40.000 Ha (PSDA Watch, 2003) selama 4 tahun, yaitu sejak bulan Juli tahun 1999
sampai dengan tahun April 2003. Bila asumsi rata-rata setiap bulan 3.000 m3 kayu
gelondongan yang keluar dari TNGL, berarti dalam 4 tahun saja kayu gelondongan
yang keluar dari TNGL mencapai 102.000 m®. Hilangnya kesempatan bagi negara
untuk memperoleh PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi)
mencapai lebih dari 105 milyar.

Disamping itu ada masalah lainnnya, yaitu penanggulangan penebangan liar
dan peredaran hasil hutan illegal yang semestinya dilakukan secara cepat, tepat dan
transparan, harus terganjal oleh proses birokrasi hukum yang panjang dan berbelit,
sehingga kadangkala pelaku dan barang bukti illegal logging sudah tidak dapat
terjangkau lagi. Hal ini juga disebabkan karena harus mengikuti aturan KUHAP

yang ada. Secara keseluruhan proses penanggulangan illegal logging yang sekarang
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menggunakan pendekatan isu (by issue) bukan fakta (by fact) dalam memandang dan
menyelesaikan masalah kerusakan hutan.

Political komitmen Presiden SBY semestinya diikuti dengan komitmen aksi
oleh para pembantunya. Hal ini diperlukan, karena apabila komitmen aksi dapat
diwujudkan, maka akan terjadi trust building ke pihak publik secara umum dan akan
membuat pemerintah menjadi kredibel (credible governance). Salah satu perwujudan
komitmen aksi ini misalnya dengan membentuk task force atau gugus tugas
pemberantasan illegal logging yang langsung dipimpin oleh Presiden, dimana Menteri
Kehutanan sebagai ketua hariannya. Taske force atau gugus tugas ini penting untuk
melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar instansi dalam pemberantasan
illegal loging, karena selama ini kelihatannya masin-masing instansi bekerja sendirian,
temporal dan tanpa dukungan dari instansi lainnya.

Disamping itu kegiatan penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal
semakin tidak terbendung lagi, sementara laju deforestasi dari menit per menit sudah
demikian parah dan penegakan hukum (law enforcement) sampai hari ini berjalan
tersendat-sendat, maka perlu upaya lain, yaitu misalnya melalui instrumen hukum
dengan dirumuskannya Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) tentang Pemberantasan illegal logging. Selanjutnya Presiden perlu
mengeluarkan PERPU Pemberantasan illegal logging dan bukan INPRES/KEPRESS.
Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini dinilai efektif
dalam mengatasi penebangan liar dan meredam aksi pencurian kayu. Kalau

UNIVERpH R SpBRA N Al dikeluarkan ini akan mengalami nasib yang sama, seperti pada
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Inpres No. 5 tahun 2001 yang ternyata kurang efektif dan telah terbukti kawasan
Taman Nasional Tanjung Puting 60% hutannya telah hilang dan cukongnya tidak
pernah tertangkap. Sedangkan dalam Perpu itu mengandung ancaman hukuman

minimal tiga tahun penjara atau maksimak hukuman mati bagi tersangka illegal

logging.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah
penelitian. Proposal ini penulis buat dengan judul “Peranan Kepolisian Republik
Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Illegal Logging”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami proposal
nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak
terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas
judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

- Peranan adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu badan.

- Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal dengan istilah Polri merupakan
merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2
Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Sebagai Penyidik adalah polisi yang berwenang menyidik.

Penyidik adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1butir (1) KUHAP menyebutkan
“penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan .
- Dalam menandakan pada suatu posisi.
Tindak Pidana menurut R. Soesilo, dalam Martiman tindak pidana yaitu suatu
perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam
dengan hukuman.®
- lllegal Logging diartikan sebagai menebang kayu kemudian membawa ke tempat
gergajian yang bertentangan dengan hukum.’

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna
dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap peranan kepolisian
sebagai penyidik tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak pidana
menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan

lingkungan hidup.

B. Alasan Pemilihan Judul

lllegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan

§ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

UNIV@SIT § %ﬁfﬁsﬁompﬁ dan lllegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar,
............... é éana, : ,~-hak 13
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penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin
dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan
yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi
selama pengangkutan, termasuk proses ekpor dengan memberikan informasi salah ke
bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

lllegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya
permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam
kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging)
tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan
meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang
industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di
dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri
perkayuan (legal logging). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan
kayu ini mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.

Sebagai salah satu sebab dari kerusakan hutan maka pembahasan illegal
logging adalah suatu hal yang menarik terutama dalam kaitannya dengan:
1. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian lamban khususnya dalam

menghadapi tokoh sentral pelaku illegal logging.
2. Banyaknya pihak terlibat sehingga illegal logging dapat saja menyebabkan
timbulnya tindak pidana lain seperti korupsi.

3. Meskipun ada Undang-Undang tentang Kehutanan dan lainnya tetapi kegiatan
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C. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam

hubungannya dengan penanggulangan illegal logging?

D. Hipotesa
Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.
Adapun hipotesis yang diajukan adalah :
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging adalah karena faktor
ekonomi dan kebutuhan pelaku illegal logging itu sendiri.
2. Penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam hubungannya dengan

penanggulangan illegal logging belum menunjukkan hasil yang maksimal.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada almamater penulis khususnya
tentang penegakan hukum di bidang tindak pidana illegal logging.

3. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat luas khususnya bagi

UNIVERRAKA MR ARndRE Malam menghadapi permasalahan yang sama di bidang
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penegakan hukum tindak pidana illegal logging.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Proposal pada
khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), dimana penulis membaca buku-
buku yang ada hubungannya dengan proposal ini dan sekaligus mengutip
pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan proposal ini.

2. Penelitian Kelapangan (Field Research), dimana penulis mendatangi langsung
Pengadilan Negeri Tarutung serta meminta data yang berhubungan dengan
proposal ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan,

sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Proposal perlu
dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-
materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir
sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan

UNIVERSITAPMERANNIGEA, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan
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Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Tindak
Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana serta
Teori Penghukuman.

BABIII. TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Illegal
Logging, Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging, Akibat Illegal
Logging dan Undang-Undang terkait Dengan Illegal Logging

BABIV. TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Penyebab Terjadinya
Tindak Pidana Illegal Logging, Penegakan Hukum Pidana Dalam
Hubungannya Dengan Penanggulangan Illegal Logging, Tindak Pidana
Lainnya Yang Terkait Dengan Illegal Logging, Kelemahan Dan Kendala
Aspek Pidana Illegal Logging serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BABYV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak
sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.
Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :
1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum ®

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau
yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka
orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. °

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-
undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons,
peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan

(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh

®Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
1983, him. 32

UNév@Rsm&MEﬁ
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Simons ialah kesalahan yang meliputi dofus dan culpulate.'®
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana
adalah membicarakan tiga hal, yaitu :
1. Perbuatan yang dilarang.
Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan
yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat
dalam Titel XXI Buku IT KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)
yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas
perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman
yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-

undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai
hukuman tambahan.'!

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “Straafbaarfeit”
yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana
(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud
dengan perkataan “Straafbaarfeir’."?

Perkataan “feir” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari
suatu kenyataan” atau “een gedeele van werkwlijkheid’ sedang “straaf baar” berarti
“dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straafbaarfeit” itu dapat
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh

karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him. 62.
"Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.
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sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 3

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-
undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah
dimaksud dengan perkataan “straafbaarfeit” sehingga timbullah doktrin tentang apa
yang dimaksud dengan “straafbaarfeit”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang
“straafbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah
ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yang terdapat didalamnya.*

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “straafbaarfeit” sebagai
suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain."’

Menurut Pompe straafbaarfeit dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.'$

Simons memberi defenisi “straafbaarfeir” adalah sebagai suatu tindakan

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

B1bid., hlm. 46.

“Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, him. 21.

BEY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta,
him. 102.
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oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh
Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai
sebagai pengganti perkataan straafbaarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana.
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan
jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara
kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara
para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada
dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang
dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang
di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa
merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu
sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana
Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,
akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat
“Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.
Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas

UNjerbRgihngaviatu Nik® Rlilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat
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dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla
poena sine culpa)"’

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung
jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.
Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu
untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan
tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam' literatur hukum pidana
Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu -

1. Simons'®
Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons
menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel"
Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan
normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri
perilaku.

3. Van Bemmelen %

1bid., hlm. 105.

B1bid., hlm 103.

YIbid 104.
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Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah

orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua)
unsur yaitu 2
a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang
menyebabkan pidana.

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atan
membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum
itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu
melakukan perbuatan.

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum
tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.
Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

2Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, him.
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Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo

suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan

tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :*

1) Harus ada perbuatan manusia.

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat.

4) Perbuatan untuk melawan hukum.

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana

itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :*

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).

3) Melawan hukum (enrechalige).

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang
mampu bertanggung jawab (foerekeningsvatbaar person).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu 2

1) Perbuatan orang.

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

22Mau’tlman Prodjohamidjojo, Op.Cit., him. 22,
Kanter dan SFL Szantun Op.Cit, him. 121.
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Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana
perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka
haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :
1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2) Mampu bertanggung jawab.
3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
4) Tidak ada alasan pemaaf

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan
dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :
a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
b. Mampu bertanggung jawab;
c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-

hati;

d. Tidak adanya alasan pemaaf.2®

BIbid., him. 123.
%Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung,
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ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah
perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam
hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan
tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
pidana yang dilakukannya dalam hal :

1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat
melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan
kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merck maka kemampuan
bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain
yang telah terdaftar.

2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.

4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi
geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.
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ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang
hati-hati
Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari
kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang
sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur

dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf
Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus

kesalahan dari terdakwa.

C. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan
dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang
(diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan
hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu.?’ Dilihat dari

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertang-

UNIVERSYEASKMHdD AN $iR$inturi, Op.Cit., him. 249.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7 /24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas %ggeas% ‘ﬁFS‘i’n (repository.uma.ac.id)26/7/24



Dharma Putra - Peranan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Illegal Logging 27

gung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan (pidana) kan. Dikatakan seseorang
mampu bertanggung jawab (foerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya:
a. Keadaan jiwanya:
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan.
3) Tidak terganggu karena terkejut, hyponotisme, amarah yang meluap,
pengaruh bawah sadar/reflexe  beweging, melindur/slaapwandel,
mengingau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan
perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
b. Kemampuan jiwanya:
1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak dan,

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”.?®

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan
jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun
dalam istilah yang resmi dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogens.

Untuk terjemahan dari vertandelijke vermogens sengaja digunakan istilah keadaan dan

kemampuan jiwa seseorang.

D. Teori Penghukuman

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar
suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya
adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman
perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi

dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.
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Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahkan mengenai dua kata-
kata yang dimajemukkan itu dan yang mempunyai arti yang sama, karena kata pidana
adalah juga sebagai sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan,
penyeimbangan dan lain sebagainya.?’

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut “nomen generis”(nama jenis) dimana
kata hukuman dibaca dalam pengertian “genus”, sedangkan pidana dalam pengertian
“species”, timbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. Apabila
pemajemukan itu dipandang dari sudut ilmu bahasa, apa yang disebut dengan hukum
diterangkan menerangkan, kata tersebut pertama adalah yang diterangkan, sedangkan
yang kedua adalah yang menerangkan.Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman
sebagai akibat dari dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. Selain da-
ri pada peninjauan dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga dari sudut lainnya yaitu
dari sudut penegasan dan dari sudut pengertian yang elliptisch.

Dari sudut penegasan, berarti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, lalu
dimajemukkan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus seperti misalnya
kata-kata : sepak terjang, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Dari sudut pengertian yang
elliptisch berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihilangkan.
Dalam hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pidana,

disingkat menjadi hukuman pidana.

®Ibid., him. 12.
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Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemahan Wetboek van Straffrecht
(WvS), jika straf diterjemahkan dengan hukuman pidana dan recht dengan hukum,
maka WvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum hukuman
Pidana.®’

Kiranya cara-cara mempermasalahkan tersebut di atas lebih cenderung untuk
mendorong menyepakati mempersingkat hukuman pidana dengan satu kata saja yaitu
pidana. Di samping hal ini merupakan penghematan, juga akan sekaligus memberi
kejelasan apabila istilah pidana disambung dengan suatu predikat, misalnya pidana
tambahan, pidana penjara dan lain sebagainya.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana se-
seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya adalah “apakah dasar
dari pemidanaan”. Dengan perkataan lain apa alasannya untuk membenarkan
(rechtsvaardigen) penjatuhan pidana oleh penguasa. Pengupasan persoalan ini secara
mendalam terketak dalam ilmu filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu
filsafat pada umumnya.

Namun demikian, karena ada hubungannya yang erat dengan hukum pidana,
maka secara garis besarnya akan diuraikan mengenai dasar-dasar tersebut. Ajaran-
ajaran mengenai dasar pembenaran pemidanaan terutama berkembang pada abad ke 18
dan 19. Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas

sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya : penyerahan

UNIVERSIFASYAAN Griny bim. 21.
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dari orang lain sebagai akibat dari jual beli, diwarisi dari orang tuanya dan lain
sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk
menjatuhkan sesuatu pidana. Jelas, yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran
dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Dasar-dasar tersebut dapat
ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran seperti : bertolak pangkal
Ketuhanan (theologis), bertolak pangkal kepada falsafah (wijsbegeerte) atau bertolak

pangkal kepada perlindungan (juridis).

1. Tolak Pangkal Ketuhanan sebagai dasar pemidanaan

Yang bertolak pangkal kepada Ketuhanan untuk mencari dasar pemidanaan
mengemukakan bahwa menurut ajaran Kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum
dalam Kitab-Kitab Suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik,
akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

Gewin yang mengemukakan teori ini mengutip dari Kitab Injil Rum 13 ayat 4
kalimat akhirnya berbunyi “Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedagang itu, sebab
ia adalah hamba Allah, penyampaian kemurkaan-Nya atas barang siapa yang
melakukan kejahatan”. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak boleh ada pemidanaan
karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku/petindak telah berdosa
(quila peccatum est). Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhn. Demikian
juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal pada negara sebagai pembuat undang-
undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya.
Thomas mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya
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yaitu kesejahteraan umum. Karena itulah ngara selain berhak menentukan hukum, juga

berhak memaksa untuk mentaati hukum, dengan ancaman pidana.

2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar pemidanaan

Ada yang mencari dasar pemidanaan bertolak pangkal kepada perjanjian
masyarakat (dua contrat social, maatschappelijke verdrag).”! Artinya adanya
persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, di mana rakyatlah yang berdaulat dan
menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan
yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian ari hak
asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindu-
ngan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak

untuk memidana. Ini adalah ajaran kedaulatan rakyat dari JJ Rousseau.

3. Tolak pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan

Bentham (juga Van Hamel dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan
bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk
mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum.
Dengan perkataan lain dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan

alat untuk menjamin ketertiban hukum.

3'Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986,
hlm. 11.
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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING

A. Pengertian Illegal Logging

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah
kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak
memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit
didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya
mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia
terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia
Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan.*

Sampai sejauh ini, tidak ada satupun peraturan perundangan memberikan
pengertian (definisi) resmi terhadap Illegal logging, padahal pengertian sehingga
menjadi sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa
yang termasuk kedalam lingkup Illegal logging. Disinilah salah titik masuk yang
menyebabkan operasi pemberantasan Illegal logging cendrung mengenai masyarakat.

Dalam pendekatan kata-kata, Illegal logging terdiri dari kata Illegal dan Logging.
Arti kata Illegaal/onwettig (Belanda) adalah tidak syah, tidak menurut undang-
undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan onwettig berarti tidak syah, haram,
melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang . Sementara itu

arti kata Logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam
pendekatan sederhana kita dapat mengartikan Illegal logging sebagai peneba-

2N. Fauzi, et.al, Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan, Lapera Pustaka Utama,
UNPeyis1s 290V ba) 2% AREA
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ngan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok
menyebut Illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau
penebangan tanpa izin.

Untuk peristilahan, setidaknya ada dua peraturan perundangan yang menyebut
Illegal logging sebagai penebangan kayu Ilegal yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2001
Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) Dan peredaran hasil
hutan illegal di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional tanjung puting dan
Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal
Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk
memudahkan, dalam makalah ini akan digunakan istilah penebangan kayu illegal
(PKI).

Sejauh ini definisi dari illegal logging masih banyak dipersoalkan. UU No. 41
Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari Illegal Logging. Tidak adanya
batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingunan aparat hukum, masyarakat
dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk membebaskan diri. Selain persoalan
pengertian maka ruang lingkup dari illegal logging juga menjadi persoalan yang belum
jelas hingga saat ini.

Persoalan lainnya, berkaitan dengan illegal logging yang juga mendasar adalah
masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan atas
kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari illegal logging
menjadi semakin kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum aparat pemerintah

untuk mencari keuntungan sendiri.
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Di sisi lain, berdasarkan fakta yang ada selama ini, banyak konsesi HPH (dan
juga Perum Perhutani/Inhutani) justru berada di wilayah atau merupakan hutan milik

masyarakat (adat).

B. Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging

Pelaku penebangan kayu secara liar atau pelaku illegal logging menurut
penulis dapat dibagi menjadi:
1. Pelaku yang melakukan penebangan kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang
2. Pelaku yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang tetapi melakukan

penebangan kayu diluar dari izin yang diberikan (perambahan).

3. Pelaku yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang tetapi tidak prosedural. **

Dan ketiganya dikualifikasi sebagai pelaku illegal logging. Pwlaku kedua dan
ketiga yang memang relatif susah untuk dikendalikan sebab mereka seakan-akan
terlindungi oleh pihak berwenang, untuk itu kiranya tidak berlebihan jika penulis
mengatakan bahwa pelaku ini melakukan pengrusakan hutan secara sistematis karena
ada faktor invisible hand yang bermain.

Bagan sederhana ini menggambarkan konstruksi logika aturan logging di
Indonesia. Pada prinsipnya setiap penebangan kayu baik oleh swasta ataupun oleh
masyarakat haruslah berdasarkan. ijin yang diberikan oleh aparat yang berwenang,

yang akan memberikan hak penebangan. Penebangan yang dilakukan tanpa adanya

¥Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Erlangga,
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ijin akan menghasilkan kayu (log) yang ilegal dan pelakunya dapat dihukum pidana
dan denda.

Tetapi setelah memperoleh hak menebang dari aparat yang berwenang,
sipenerima ijin tidaklah dapat sesuka hatinya untuk menebang, mengangkut dan
memasarkan kayu-kayu yang ada dalam areal ijinnya. Selanjutnya bagaimana
menebang, mengangkut dan memasarkan kayu tersebut diatur dalam aturan tata niaga
kayu. Mengenai tata niaga kayu ini diataur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No
126/Kpts-1i/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan untuk kayu-kayu yang berasal
dari wilayah diluar wilayah kelola Perum Perhutani dan Keputusan Menteri
Kehutanan No: 127/Kpts-1i/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal
Dari Wilayah Kerja Perhutani Untuk Provinsi Di Wilayah Jawa.

Kayu yang dihasilkan tanpa mengikuti ketentuan tata niaga kayu akan
berstatus kayu Ilegal sama dengan kayu yang dihasilkan dalam penebangan tanpa ijin.
Namun demikian, kegiatan penebangan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan tata
niaga kayu nyaris luput dan penindakan seperti pada tindak pidana Penabangan Kayu
Illegal (PKI). Akibatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perusahaan-
perusahaan yang mendapat hak menebang hampir-hampir luput dari perhatian. Titik
tekan pemberantasan PKI hanyalah pada tindakan-tindakan orang-orang yang
menebang kayu tanpa ijin.

Lebih parahnya, karena ruang lingkup PKI tersimplifikasi pada perbuatan-
perbuatan pada box diatas, yang banyak terkena tindakan adalah pelaku-pelaku kecil

UN¢péhiS bhathMpiehebinkR pdngangkut kayu, supir truk dan masyarakat yang tinggal
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dalam kawasan hutan atau yang tinggal berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Sementara cukong-cukong yang mendanai kegiatan PKI dan aparat-aparat yang ikut
terlibat nyaris tidak terkena sanksi pidana karena secara materil, keterlibatannya tidak
dapat dibuktikan di pengadilan.

Meskipun akses masyarakat atas sumberdaya hutan dijamin dalam pasal 33
UUD 1945 dan Pasal 68 UUK, namun dalam PP 34 Tahun 2002 dinyatakan
pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat harus seijin Bupati dan
pemanfaatan hasil hutan kayu harus seijin Menteri. Dalam situasi masyarakat saat ini,
dimana rata-rata masyarakat tepi hutan dan dalam kawasan hutan hidup dalam
kemiskinan, amatlah sulit memenuhi ketentuan tersebut. Akibatnya, dalam pemenuhan
kebutuhan domestik, mereka ini terancam dengan aturan PKI. Karena itu, teranglah
bagi kita, bahwa orientasi pemanfaatan sumberdaya hutan itu adalah padat modal,
skala besar, padat teknologi sehingga jauh dari jangkauan kemampuan masyarakat.

Melihat situasi demikian, ada upaya untuk mempertanyakan tentang
legalitas/keabsahan kayu tersebut, karena ketentuan perundangan yang ada tidak
memadai dan cendrung berlaku tajam pada masyarakat kecil. Saat ini sedang disusun
standar legalitas kayu terutama bagi perusahaan-perusahaan perkayuan besar. Devinisi
sementara bagi kayu legal adalah; “ Kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, ijin
penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi
angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah-tanganannya dapat dibuktikan

memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. Penyusunan pengertian kayu legal

UNAYVERSAL AR Padk 65 képiatan FLEGT.
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Luasan definisi/pengertian demikian juga dapat kita lihat pada catatan dan
analisa Natural Resources Management (NRM)-Program dari USAID yang
memfokuskan pada kebutuhan bahan baku dan produksi kayu untuk pabrik
penggergajian kayu dan pabrik kayu lapis di Indonesia. Dalam satu kesimpulannya
menyebutkan setiap pembahasan mengenai kelebihan kapasitas industri dan
keterkaitannya dengan pembalakan ilegal harus mengakui bahwa "pembalakan ilegal"
terjadi dalam berbagai bentuk dan bukan hanya sekedar penebangan pohon di hutan.
Beberapa contoh dapat ditemukan dalam sistem HPH dan sistem HTI. HPH yang
terkait dengan Fasilitas Pengolahan Kayu:

1. Pemanenan kayu lebih dari Jatah Tebangan Tahunan,

2. Pemanenan kayu di kawasan-kawasan Hutan Lindung (lereng yang curam
dan bantaran sungai),

3. Volume panenan yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar
juga lebih sedikit.

4. Mengabaikan panduan tebang pilih,

5. Pemanenan di luar batas HPH, dan

6. Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.”’

Akan tetapi, faktor lain yang sangat berpengaruh dalam melakukan penegakan
hukum terhadap PKI, yaitu konflik tenurial hutan (penguasaan hutan). Konflik tenurial
disebabkan oleh salah satunya adalah ketidak pastian kawasan hutan sehingga
perbuatan masyarakat menebang kayu dalam wilayah adatnya dapat dikenai pidana

PKIL

°S. Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga
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C. Akibat Illegal Logging

Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998
mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar,
dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS Studi yang lebih baru membandingkan
penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan elspor mengindikasikan
bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar.
Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia.

Di Brasil, 80% dari penebangan di Amazon melanggar ketentuan
pemerintah.Korupsi menjadi pusat dari seluruh kegiatan penebangan ilegal tersebut.
Produk kayu di Brasil sering diistilahkan dengan "emas hijau" dikarenakan harganya
yang mahal (Kayu mahogani berharga 1.600 dolar AS per meter kubiknya). Mahogani
ilegal membuka jalan bagi penebangan liar untuk spesies yang lain dan untuk
eksploitasi yang lebih luas di Amazon.

Dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar :

1. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997
Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan
diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan
dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas
terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan
hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

2. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas

UNIVW%W% mengalami penurunan sekitar 40% dari_total ‘cututgjazrgﬁ/24
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hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di
Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumberdaya
hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik
serta keuntungan pribadi.

3. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak
dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar
kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir
mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan,
dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di
Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World
Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.

4. Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian,
mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya,
kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar,
diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun.
Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta
jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan,

5. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai
angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas
illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departe-
men Kehutanan menunjukan angka Rp. 83 milyar perhari sebagai kerugian

UNIVERSHEAS dfoRpérdbifgan liar.
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D. Undang-Undang terkait Dengan Illegal Logging
Sebagai disampaikan diatas, aturan tentang Illegal logging tidak terdapat pada
satu aturan perundangan saja. Dalam proses penelusuran ditemukan sekitar 150
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan undang-undang terkait yang
mengatur mengenai illegal logging, diantaranya:
1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya,
2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan,
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
5. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,
6. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru,
7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam,
8. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan
9. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar .
Dengan menggunakan pendekatan fungsi hutan berdasarkan UU 41 Tahun
1999 Tentang kehutanan (UUK), dimana hutan dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu
fungsi konserfasi, fungsi lindung dan fungsi produksi . Termasuk kedalam fungsi
konserfasi, terdapat hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru .

Maka aturan tentang penebangan kayu illegal itu tersebar pada aturan kehutanan
UNBYAR Sk iEdnadHAR Bindung dan produksi.
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Tetapi sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita lihat terlebih dulu aturan
yang terdapat pada Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan
Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah
Republik Indonesia, karena inilah aturan pertama yang menyebut istilah penebangan
kayu illegal dengan lingkup berlaku, seluruh Indonesia.

Inpres ini menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan
percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap
setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal
dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan,
atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

¢. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang.

€. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Dewasa ini pada aturan kehutanan setingkat undang-undang, setidaknya
terdapat tiga undang-undang yang krusial merumuskan perbuatan-perbuatan PKI yaitu
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konserfasi Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya. Dalam ketiga UU ini diatur beberapa kegiatan yang termasuk

kedalam TKI.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging adalah tingginya permintaan
terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan
penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara
persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional
dan hutan konservasi daﬁ juga tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan
disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam
termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal
di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik
untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para
pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk
melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor
sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar.

2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal
logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan
masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada
cukong besarya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya
penanggulangan illegal logging ini nampak pula dari adanya koorporasi antara
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pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah

dengan pihak cukong illegal logging.

B. Saran

1. Kita berharap instrumen anti korupsi segera diterapkan dalam pemberantasan
illegal looging. Karena jika tidak, mungkin puluhan tahun lagi anak cucu kita
hidup di bumi yang tidak berhutan.

2. Pada prinsipnya UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan semua
peraturan yang berhubungan dengan kehutanan serta aparat penegak hukum
sudah cukup baik dan berorientasi kepada keselamatan hutan, namun proses
penegakannya relatif masih lemah.

3. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mengembangkan
dikotomi UU Otonomi Daerah dengan UU Kehutanan sebab akan berdampak
buruk terhadap hutan kita. Untuk itu kita berharap semoga saja UU Otonomi
Daerah yang dalam proses revisi ataupun sudah akan dikeluarkan tetap
memihak kepada penyelamatan hutan dan dapat membangun kesadaran bagi
pemerintah daerah dan pemerintah -~ pusat untuk tidak mudah

mengeluarkan/menerbitkan izin tentang pemenfaatan dan pengelolaan hutan.
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